BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR (@9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 78
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah yang pelaksanaan urusan Pemerintahan
Penanaman Modal hanya terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional, maka peraturan Bupati Mempawah
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu
dilakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885);



Menetapkan

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017
Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 78
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, di
ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), di ubah sehingga keseluruhan
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Aparatur;,
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



2.

(1)

(2)

(3)

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), di ubah sehingga
keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan

Fungsional Substansi Penanaman Modal, serta bertanggungjawab

memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang

Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanaman modal lingkup daerah;

c. Pengembangan potensi dan peluangan penanaman modal lingkup
daerah dengan meberdayakan badan usaha melalui penanaman
modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing
penanaman modal lingkup daerah;

d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi
penanaman modal lingkup daerah;

e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan
luar negeri;

f. Penyusunan bahan, sasaran dan prasarana promosi penanaman
modal;

g. Pelaksanaan pemantauan  realisasi penanaman modal
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman moda, dan pendampingan hukum;

i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan
Peraturan Perundang-undangan;

j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem
informasi penanaman modal,

k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat
daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan
iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor
usaha; dan

1. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi,
pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan
pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi

(secara elektronik) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.



3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di ubah, sehingga
keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin
oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok
Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

C.

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan
pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan;

. Pelaksanaan  pemberian informasi, publikasi, konsultasi,

pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan perizinan dan nonperizinan;
Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan
nonperizinan;

. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat

Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan
nonperizinan;

.Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan

masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada
masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan

nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.



Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal (8- I\ ——% 2022

\ ¢

VBUPATI MEMPAWAH, v

QE NA

Diundangkan di fempa
pada tangugal .

OERITA DAERAH KABUPATEN EMPAWAH
TAHUN .. 2032 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR (9§ TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA
1
SEKRETARIAT
T
| 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN DAN
APARATUR KEUANGAN
| [ 1
KOORDINATOR JF DAN KOORDINATOR JF DAN BIDANG
KELOMPOK JF PENANAMAN KELOMPOK JF PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA
MODAL TERPADU SATU PINTU KECIL MENENGAH
—_—
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD

tMPAWAH, %

Uiwndangkan di Mgfupawah
pada tanggal .. 112007

SEKRETARIS DARRAH KABUPATEH MEMPAWAH'

VMAIL
SERITA DALRAH KAZUPATEN MEMPL Y
PRHUN L2022 nomor .. @O



